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Pembmgunan keh an diarahkan untuk selalu tersdmya bahan baku 
bag keperluan industri di dalam negeri dan masyarakat dengan tetap rnenjaga 
kelestarian dan kelmgsungan fungi  hutan dan dengan mengutamakan 
pelestarian sumberdaya alam, memeiihara t a b  air, serta memperluas kesempaQn 
berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan nwgra dan 
devisa serta memacu pembangunm daerah. 

Pengusahaan hutan d m  hasit hutan diatur berdasarkan azas kelestarian 
dan azas perusahaan yang rnenjarnin penerimaan yang sebesar-besamya bag 
negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tin@] dan hdup di 
wilayah hutan. 

Pengusahaan hutan berdasarkan azas kelestarian dm azas perusahaan 
ditaksanakan melalui pembentukan kesatuan-kesatuan kelestarian hutan yaitu 
kesatuan pengusahaan hutan baik untuk hutan konservasi, hutan lindung dan 

produksi (WIPP). 
KPlllP merupah  suatu kesatuan terkecil dari kawasan hutan produksi 

yang &pat dikelola berhsarkan azas kelestanan h dm azas perushaan 
agar kqatan-kqatan pengusham hutan mi yang meliputi penanaman, pemeli- 
haraan, pernungutan hasil, pengolhm dan p saran basil hutm &pat terse 
lenggara secara berkelmjutan. Kawasan hutan yang dapat dibentuk sebagal 
ICPm adalah kawasan hutan produksi h m  p r d u h i  slam ataupm 
tanaman berupa Haan Tanaman Industri 

Pembentukan KPW di luar Jawa d i m c a n a h  dapat diselesailcan 
dalam kum waktu Pembangunan Jangka Panjang IE (PIP H) dm dalam Pem- 
bangunan Lima Tahun VJ[ (PELITA VI) diren~anakan dapat diselesaikan 195 
KPm 

Tujuan pembentukan KPIiCP adalah tertatanya kawasan hutan produksi 
dalam kesatuan-kesatuan kelestarian hutan yaw rasional dan menguntlm&an, 



sehingga dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat laimya b a ~  pem- 
bangunan nasional, daerah dm masyarakat sekitar hutan secara berkelqutan. 

TuJuan penge1olaan WIEP adalah untuk menghasilkan hasil hutan 
secara lestan dengan memperhatikan keanekaragaman j a ~ i s  dan kernampuan 
hutan dalam mempemhankan fungsi lingkungan. 

Untuk mencapai tujuan pembentukan WIIP ini, sistern pengusahaan 
tiPH dan WmI akan dirasionalisasikan dalam bentuk W"W dan KP1-ITI. 

Dalam mengusahakan hutan produksi perlu diperhatikan p d a  
dampaknya terhadap faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan biotis, sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat. 

Pengusahaan hutan dalam bentuk KPW/KPFITII akan mernber ih  
keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 
a. Kawasan hutan produksi akan mantap dengan batas-batas yang jelas d m  

tidak bembah dan telah disepakati oleh semua pihak yang terkait dengan 
penggunaan lahan serta telah tertata dengan baik. Pagelolaan yang intensif 
atas hutan produksi akan memperoleh data riap dan volume tegakan yang 
lebih baik, sehngga penghasilan dapat diperlurakan dengan lebih tepat. 

b. Industri pengoiahan hasil hutan akan meqeroleh informasi yang lebih jelas 
akan kemampuan penyediaan bahan baku; sehingga akan lebih mantap &lam 
mmgembanhn  usahanya. 

c. Ivlasyarakat di sekitar hutan akan mernpunyai hubungan dan keterkaitan yang 
Iebih baik dengan kegatan pengusahaan hutan. Mereka tnempw~yai 
kesernpatan untuk bekerja, memungut hasil hutan ikutan, serta m e ~ s u n a k a n  
prasarana dan sarana yang dibangun olei~ KPWKPIITI .  

I .  Unda~~g-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ktenttuan-ketntuuan Pokok 
Kehutanan Pasal 10 menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggara~ya 
pengumsan hutan nwgra yang sebaik-baihya perlu dibentuk Kesatuarr- 
kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hubn 
yang pelaksanaan~~ya diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

2. Peraturan Pemerintah Nornor 33 Tahun 1970 Pasal 5 menyebutkan bahwa 
Menteri diben wewenang untuk menquk/ma~etapkan wilayah tertentu 
sebagai hutan. 

3. Kawasan hutan perlu dikukuhkan dan ditata batas ~tntuk mendapatkan 
kepastian hukum da1-r fisik mengenai status areal hutan sebagai hutan tetap. 
Pedoman Pengukuhan Hutan dituangkan dalam Keputusan Menteri 
Kel~utanan Nomor 3 99Kpts-W90. 

4. Undang-Ui~dang Nomor 5 Tahun 1967 Pasal 8 Ayat ( I )  menyebutkan 
bahwa w~tuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu 



disusun suatu rams karya atau b jmgka waktu tertentu 
yang hams d i u u l u i  oleh penatam. 

5. Peraturm PernerintaJh Noanor 33 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat (1) rnmyebutkan 
bahwa rencana penatam hutan membuat kea tan-kea tan  yang rneliputi : 
a. Penentuan batas-batas h 
b. Pembangian hutan ke dalarn petak-petak kerja 
c. Perisalahm h 
d. Pernbukaan wilayah hutan 
e. Pmgumpulan bahan-bahm lainnya untuk keperluan penyusunan ren- 

cana karya 
f. Penslillran perp 

6. Peraturan Pemerintan Nornor 7 Tahun 1990 Pasal 1, antara lain 
menyebutkan bahvva unit IITI adalah kesatuan pengusaham hutan tanarnan 
di dalam kawasan h 

7. Keputusan Menten 200Kpts-HV 1 99 1 tentang Pedoman 
Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi memuat knteria 
pmbentukan WIB sebagai berikut : 
a. Kawasan hutan yang dapat dibentuk sebagai WIFP adalah kawasan 

hutan produksi 
b. Letak WIPP ditentu memperhatikan batas-batas daerah aliran 

smgai, batas-batas f pemerintahan, batas alarn dan atau 
batas buatan serta bangan wilayafi. 

c. Pembentukan KiPII3P ditentukan oleh kondisi hutan, intensitas 
pengusahaan hutan, sistem silvikultur clan keadaan sosial ekonomi 
rnasyarabt sekitar h 

d. Komposisi tegakan lam KPW &pat berupa hutan alam, hutan 
tanaman, atau hutan carnpuran antara hutan alarn dengan hutan tanarnan, 
dengan perlakuan satu atau beberapa sistem silvikultur. 

8. Kqatan  identifikasi asi dan pembuatan rancang bangun dilaksanakan 
oleh Departernen K an dm dapat rnen~unakan konsultm. Penataan 
hutan dan pernbuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan dilaksanakan oleh 
pengelola WIB dm dapat rnengunakan jasa konsuitan yang seianjutnya 
&sahkan oleh Departernen Kehutanan. EU" etapkan oleh Menieri 
Kehutanan. Direktur Jenderal Pengusallaan menentukan petmjuk 
teliaus untuk identifikasi dan delirzlasi kawasan hutan menjadi KPNP serta 
memberikan bimbingan dan pengendalian teknis. 

9. Petunjuk T e h s  Pembentukan KPNP dituangkan dalarn Keputusan Direktur 
Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 383Kptsm-WW I 992. 

10. Batas-batas KPW/KPmT akan disepakati, d i rmang batas dan diukur 
dengan pengaturan yang dituangka~~ dalarn Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 400Kpts-W90 melalui Panitia Tata Batas di Kabupaten. 



T a b  cara pembentukan KnW telah diatur &lam Keputusan Menten 
K&utanan Nomor 200Kpts-W199 1 Pasal7 Ayat ( 1 )  sld (6) .  
1 .  Pembentukan KPI-IE4 d i l a k u h  dengan kGatan-kwatan sebagai b e n h t  : 

a. Idmtifikasi deliniasi kawas 
b. Pmbentukan Rancans B m w  

Karya Pengusahaan Hutan 
lahkan sesuai diengan pembentukan KPW 

ddiniasi kawasan diatur tersmdin oleh 
arektur  Jenderal yaitu dengan Keputusan Nornor 3831 

KPW. Pedornan ini 

uperi~npose beberapa peta, sehhgga 
as dari rencana penBunaan lahan 

masi tentang topo- 
esibilitas, sosial 

Pdunjuk teknis invmta5sasi h W ,  pernbuatan rancang bangun K P W I  
penatam h Karya Pengusham Hutan 

dilaksanah b e r d a s a h  ket -kdmtuan yang berlaku yang perlu h e m -  
pumkan sesuai d 

Untuk &pat rnetaksanaikan pernbentub WWKP rdasarkan 
petunjuk-pdunjuk yang mantap, perlu didahdui dengm p m b  beberapa 
WWIKPWT4[ sebagai proyek pilot. Proyek pilot ini &pat dibuat oleh Pemerin- 
tah, swasta mapun kerJasama antara Pmerin"cah, swasta dan. negara-neo,~a 
yang peduli terhadap kel Indonesia. 

Pelahanam pe pilot dilaksanakan sebagai 
berikut : 
a. Survey sosial ekononu d m  budaya (Sosekbud). Survei in1 bertujuan untuk 

d m  lokasi masyarakat di sekrtar rencana batas KPWP 
8an atau yang terdapat di &lam KPflP/KPIPTI sambil melahkan penjelasan 
tentang KPWIKPm. Data u diketah& antara lain status kepemi- 
likan lahan dan a r a  p dan cara penggu- 

oleh masyarakat, batas lahan masyarakat dengan kawasan 
hutan yang disepahti, kernun-an partisipasi masyarakat dalam kegatan 
pengusahaan KPWPIKPm dan lain-lain data yang mendukung pelaksanaan 
pengusahaara KPm/KPm. Dengan data yang diperoleh dan survey ini 
d iha raph  batas KB"IIP,/KPI.ITI yang disdujui dapat dibuat di lapangan dan 
&hamati ol& ssenaua pihak, sehingga kawasan hutan KiPF-fPWm mantap. 



Survey dilakukan oleh Tim terlatih yang terdiri dari wakil dan instansi- 
instansi terkait, W W  dan Lembaga Masyarakat yang ada. 

b. Penataan batas KPITPWNTI 
h a t a m  batas di lapangan dilakukan berdasarkan rencana trayek batas yang 
tefah dibuat dengin mewerhatikan hasil survey Sosekbud. Pelaksanaan tata 
batas dilakukan oleh Panitia Tata Batas dengan menghtsertakan HPW dan 
masyarakat yang terlewati oleh garis batas yang dibuat. Diharapkan 
rnasyarakat akan men$omati batas yang dibuat bersama ini. 

c. Pelahmaan pembagan kawasan KPI-QPMI-HTI ke dalam petak-petak, 
pernbukam Mnlayah hutan ( dan pembuatan RKPW dapat dilakukatt 
setelah hwasan KPIIPWIITI mantap dan data c u b .  

Pelaksanaan pembentukan KPIB/KPWI pilot memerlukan dukungan 
dari berbagai pihak secara terpadu, baik instansi-instansi Pemenntah di Pusat 
rnaupun di Daerah maupun sektor swasta w%.I) dan masyarakat setempat. 
Selain itu perlu ditmjang oleh para pelaksana pengelola KPITP yang terlatih dan 
terampil. Untuk m e m e n h  keperluan ini perlu dilahkan penyuluhan dan latihan 
kqa& pihak-pihak yang terkait. 

Areal WHTl  

Unit KPNTl merupakan unit pengusahaan yang dapat terdiri dari satu 
a b u  lebih kelas perusahaan (kelas perusahaan adalah kesatuan pensusahaan 
hutan untuk jenis tertentu). 

kuas areal setiap unit KPIlTT ditentukan berdasarkan beberapa kntena, 
antara lain : 
a. Jenis industri pengolahan hasil hutan yang d i d u h g  olehnya, misalnya indus- 

tri pulp, industri kayu pertukangan atau industri lainnya. 
b. Jenis pohon yang akan ditanam. 
c. Daur dan riap dari jenis pohon yang akan ditanam 

Untuk mendukung industri pulp ditetapkan seluas-luasnya 300.000 ha, 
sedang urrtuk mendukung industri kayu pertukangan atau industn lainnya 
ditetapkan seluas-luasnya 60.000 ha. 

Perhitmgn luas KPIFP hutail tanaman (KPHTI) menuntt Keputusan 
Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 383Kptsm-RPW1992 adalah 
sebagai berikut : 
I .  Pendebtan rentang kendali/jenjang pengawasan 

a. Asumsi 
- Kcygatan paling kritis adalah penanalman 
- Satu orang mandor tnampu mengawasi 100 ha tanarnan da~gan  sistem 

tumpang sari, atau 25 ha tanaman dengan cemplongan 
- Perbandingan jenjang pengawasan 1 asisten manager KPHP dengan 1 

kepala bagan hutan (afdeling) adalah 1 : 4 s/d 1 : 6. 



b. IIitungan 
- Jenjang pengawasan pekerjaan adalah 6 n~andor dipiqin 1 mantri 

(setingkat WPNI), 5 mantri dipirnpin 1 kdua afdeling (setingkat asper), 
6 ketua afdeling &pimpin I assisten manager (setingkat ajun), 2 atau 3 
assisten nlanager dipimpin 1 manager KPW. 

- Luas KPm = 2 x 6 x 5 x 6 x 100 ha = 36.000 ha 
atau = 3 x 6 x 5 x 6 x 100 ha = 54.000 ha 

Pendekatan kriteria analisis finansial pengusahaan hutan tanaman dapat 
didekati Iuasnya det~gan mmguntun&n secara finansial den&;an kriteria 
finansial yang biasa digunakan yaitu NPV, BCR, LRR atau melalui perhitungan 
BEP. 

Sebagai contoh adalah II?TI dengan kelas pemsahaan karet dan kelas 
pemsahaan campuran (sengon, sungkai dan meranti) dengan nilai I[IRR pada 
berbagai luas tercemin pada kurva &lam Gambar I. 

-56- C m  puran 

Luas Areal (Ha) 
(x !000) 

Gambar I. Kurva Nilai IRR pada Berbagai Luas Areal 
yang Diusahakan 



b. Banyak NPH yang luasnya b. Dapat dikelola seba- b.Dikelola sebagai sa- 
terlau kecil urttuk dikelola gai satu kesatuan tu kesatuan usaha 
secara kornersil usaha 

c. Banyak I?OPH yang luasnya c. &ran luas diarah- c. Ukuran luas diarah- 
terlalu besar a u k  dikdo- kan uniluk produksi kan untuk produksi 
la secara efisien yang lestari dan yang lestari dan 

mmg~u~tungka~~ mmguntun&n 

d. Banyak areal PEPH yang 
pada saat ini telah meru- 
pakan areal penggunaan 

Batas areal 

a. Senngkali ditentukan beru- a. Sedapat mm&n a. Sedapat mungkin 
pa garis batas pada peta menggunakan batas mengunakan batas 
yang kemudian dibuat di alam aiam 
lapangan, jarang menggu- 
nakan batas alam 

b. Seringkali terjadi masalah b. Batas areal hams b. Batas areal dise- 
batas dengan p e n a m a  disepakati dan di- pakati dan dihor- 
lahan t e t a n w  homati oleh peng- mati oleh pengguna 

guna lahan tetanga lahan t e tansa  

c. Batas seringkali tidak c. Batas permanen dan c. Batas pemanm dan 
nampak jelas di lapangan tampak jelas di la- tampak jelas di la- 

pangan pangan 



HPH KPMP MPRTH 

Status kawasan hutan 

a. Sering te qadi areal HPH, a. Kawasan hutan pro- a. Kawasan hutan HTI 
seluruhnya atau sebagian duksl mantap unmk mantap untuk pro- 
dubah menjadi areal produksi kayu dan duksi kayu dan ha- 
penggunaan Iain, sehingga hasiI hutan lainnya sil hutan lainnya 
hutan produksi yang 
produktif berkurang atau 
hlang 

b. Dapat terjach penggunaan b. Tidak ada areal per- b. Tidak a& areal un- 
areal ulltuk per lahgan ladangan tuk khusus perla- 

dangan 

c. Konsesi diberikan selama c. KPHP akan dikelola c. KPWTI akan dikelo- 
jangka waktu 20 tahun secara terns-mene- la secara terns-me- 
untuk menebang kayu rus (bukan 20 nerus (bukan 35 

tahun) bhun plus daur) 

d. Areal turnpang sari 
dapat diatur 

a. HPH pada umumya di- a. Kawasan hutan a- 
bagi menjadi petakpetak kan dibagi ke daiam 
dengan bentuk bujur sang- petak-petak yang 
kas dengan luas 100 ha ditentukan berda- 

sarkan kondisi dari 
hutan, tempat tum- 
buh dan batas-batas 
yang sesuai 

a. Kawasan hutan di- 
bagi ke d a l m  pe- 
tak-petak sesuai de- 
ngan kontlisi la- 
pangan, batas-batas 
yang sesual dan ke- 
las-kelas perusa- 
ham 

b. Dalam satu petak dapat b. Luas petak antara b. Luas petak antara 
berisi satu tige hutan atau 100 - 150 ha 50 - 100 ha 
lebih 



c. Batas petak tidak berhu- c. Keadaan hutan da- c. Dalarn satu petak 
bungan dengan tanda-tan- lam satu petak se- sedapat rntrn&i~~ 
da alarm dmgan tanda dapat rnmgkinho-  terdir idarisatuje-  
batas sementara dari kayu mogen nis pohon 
dan lorong batas, sehngga 
tidak mudah untuk men@- 
dmtifikasikan setelah pe- 
nebangn. 

d. Batas petak tetap d. Batas petak tetap 
dan tidak berubah dan tidak ben~bah 

a .  Tebangan tahunan (AAC) a.  .AAC akati didasar- a. AAC aka11 didasar- 
berdasarkan potensi kan kepada nap kan atas riap dari 
semua poho11 yang dari seluruh areal setiap jenis dari se- 
berdiameter 50 cm atau KPWP luru11 kelas pent- 
lebih yang terdapat dalam sahaan dalarn 
areal tebangan K P W I  

b.  Perhat~an pernwgng HPH b Manajer K P W  ber- b Manajer KPHTI 
terhadap pemeliharaan, ta i igul~gawab MI- bertal~ggung jawab 
penebangan liar dan pe- tuk memelihara untuk mernel~liara 
rambahan hutan pada s e l u d l  areal KPHP seluruh area 1 
umumnya sedikit WWTl 

c. Keterlibatan masyarakat c. Masyarakat setem- c. Masyarakat setem- 
dalam pengelolaan HPW pat akan dilibatkan pat akan dilibatkan 
l~anya sedikit dalanl paigelolaan dalam pengeloiaan 

KPWP KPHTI, baik dalam 
pelaksanaan kegtat-. 
a11 maupun ke- 
n~ungkinannya se- 
bagai pernegang 
sahatn. 



2. ksediaan per- 2. Persediaan per- 2. Persediaan per- 
turnbdm total turnb total tmbuhan total 
tidak dketahui. kolslan atau 

m4n&t 

b. Produksi 1. Berdasarkan lu- 1 .  Bedsarkan yo- 1. Berdasarkan vo- 
as lume s&ra de- lume berdasar- 

ngan riap kan kelas peru- 
s h a m  

2. Riap ti& $i- 2. Riap diketahW 2. Riap diketahui 
ketahd berdasarkan basil berdasarkan ha- 

pae1itian ber- sil penelitian 
imjart nap berlanjut . 

6. Luas Areal 1. M m u m  kare- 1 .  Luas areal - 1. Luas areal man- 
na per ladanp tap b P  
dan proyek lain 

2. Batas disetujlii 2. Batas disetujui 
dan &omati dan dihomati 
oleh s m u a  pihak oleh semua 

pihak 

Sistern KPHB/KPm diharapkan a h  lebih mertjarnin kelestarian 
produksi terutama h iam pernertukan p a s o h  kayu pa& 

industn pmgolhm mtuk pe-menuhm k & d m  pasar &lam negeri dan ekspor 
Mal ini dapat diikuti pa& alur pikir sdagaimana tertera pa& Ganabar 2. 



PjlP Tak 
Manbp 

Langkah a d  &darn keglataafl h pengelolam KPPrrI adalah stud1 
kelayakan lokasi, silvikultur, emen, hanslal  dan ekonoml, soslal 
ekonomi, ketenagaan kerja dan liT1gkungan. 

Studi kelayakan lokasi rneiipurl aspek status hukum. yaitu areal KPHTI 
harus berstatus hutan praduksi; dari aspek pengembangan wilayah. areal K P H n  
hams mendukung pengembangan wllayah dan aspek topografi, areal KPHTI 
harus ter1etak pada daerah dengan iereng < 25 %; dari aspek aksesibilitas, lokasl 



KPIlTI perlu mernperhatikan kemudahm trmsportasi; sedang &ri aspek 
potensi, areal KPHTI hams merupakan kawasan hutan produksi dengan potmsi 
< 20 m3/ha . 

Studi kelayakan silvikultur meliput~ peGlihan jmis yang sesuai dagan 
Iokasi KPWTI dengan strateg seperti alur pikr beiikut. 

Studi kelayakan managemm meliputi aspek keterkaitan KPWTI dengan 
tndustn pengolahm kayu, baik industn pengolahan kayu dalarn WWI, satu 
grup dengan K P m ,  maupm yang dinriliki oleh penusaham lain. Selain itu 
perlu diperhatikan aspek penataan yang meliputi kekompakm areal, keadaan 
jaringn jalan yang telah ada dan luas p&k. 

Aspek organisasai pengelola KBm perlu direncanakan d e n w  baik. 
Studi kelayakan ini perlu dinilai ulang secara periodik rrusalnya h a  tahun, 
untuk menilai kebenarm dari asurnsi-asurnsi dm standar yang telah dtetapkan 
pada waku studi ke l ayah .  

Untuk rnmcapai sasaran pembmgunan dan pengelolaan KPI-rP?, yaitu 
terciptanya teggakan hutan yang kondsinya mendekati tegakan nomal dan 
diperolehnya hasil yang mernpunyai halitas t i n e  dan lestari, perlu dilakukan 
kegiatan-kwatan sebagai berikut : 
1 .  Penyusunan Rencana Karya Pmwsaham KPIITI 

Karya Tahunan (RKT). RKP memuat seluruh kepi 
pembangunan WWTI selarna satu daur dan berisi antara lain kejelasm 
lokasi, judah  tenaga kerja dan kualitasnya, sarana dm prasarma, biaya? 
sistern dan penjelasan yang rind bag k+atan-keg atan yang dilaksanakan 
dalam satu tahun. 

2. Tata batas, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian status areal secara 
administratif rnaupun hukum serta untuk memperoleh kernantapan areal. 
Tata batas ini dilakukan setelah dila s u e  sosial ekmorni &ri 
masyarakat yang terbatas derngan areal WHTI untuk manpero1& batas 
yang nantinya dihomati oleh semua pihak dan pelahanam tara batas 
dengan mengkutsertakm masyarakat. 

3. Penataan hutan yang rneliputi penatagmaan lahan dan pePnbagan hutan. 
Penatagunaan lahan meliputi kepiatan pembagan areal WHTT untuk areal 
efektif tanaman hutan, prasarana jalan dan ilaran api, fasilitas urnurn, 
basecamp, P K ,  pernukiman karyawan, persemaian, hutan penelitian, 
twgkan benih, areal perlindungan dan lain-lain. 

4. Pembukaan Wilayah Hutan, yaitu kegatan pembuatan jalan 
koridor, basecamp, camp persemaian, camp penebangan, tmpat  
pengumpulan kayu di hutan (TPn), Ternpat Pengumpulan Kayu (TPK) dan 
togpond. 

5.  Pelaksanaan persemaian sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
6. Land-clearing dan persiapan lapangan tanaman. 
7. Pelaksanaan penanaman sesuai dengin rencana yang telah dibuat. 



8. Pemeliharaan tanman mu& @enplaman, penyiangan, pemangkasan, pen- 
dmgiran, pernupukan dan pernberantasan hama penyalkit) dan pemeliharw 

(penjarangan dan penjagaan terhadap bahaya kebarakm) 
9. Perlindmgan hutan dari ganggudmcaman hama peny&t, kebakaran (9an 

eh hewan dan manusla, rnulial dari biblt sampai hutan dipanen 
kepada masyarakat dan sebanyak rnungkln rnelibatkm 

&lam kegiatan pengelolaan KPIITI. 
hutan dllakukm dengan metode dm alat yang sesuai denga 

areal KPHTI. 

1, h t o r ,  Iarn-lialn), 
fasilia sosial, peralatan persemaian, peralatan penanaman, peralam 

dan peralatan pembuatan/pemeliharaan jalan. 
i dan pemenuiban ketenagalkerlam serta melakukan 

14. Melakukan penelitian-penelitian yang menunjag pengelolaan KPIITY. 

Beberapa pennasalahan yang dianggap menonjol yang dihadapi ddam 
pernbentukm MPMPKPmI adalah . 
1. Be lm semua pihak yang terkait dalarn pembentuks KPIFPKIPWI 

meanpunyai pengertian dan persepsi yang sama atas sistern manajemen 
KPm/ KPIFTI. 

skala peta disarnping adanya perbe peta-peta dasar 
rneqersulit pekerjaan dellniasi KPMPKPNTI. 
pengelolaan UHP/KPmY perlu ditangani secara 

profesional oleh suatu organisasi yang khusus dalarn Departemen Kehutanan 
baik di Pusat maupun di Daerah dan oleh pengelola UNIP/I(PWI. 

4. DaPam suatu unit UI.zpIKP"WI kemungkinan terdapat kawasm h u m  
menurut ketentuan harnya hutan produksi yang dapat ditunjuk 

sebagai KPMP/KPNTI sehingga hutan lindung hi ti& dapat dikelola dengan 
baik. 

5. Da lm penentuan batas antara areal KPHPIKPmI dengan pemukiman- 
pemukiman masyarakat dan para geladang berpindah &an terjadi masalah 
bagaimma batas areal hak masyarakat (adat) d m  areal KPHPIKPWI y m g  
sebenamya dlsebjui. 

6. Bilmana suatu areal KBMP terdiri dan lebih dari satu areal WN, maka 
hubungm antar HPH dalam pengelolaan KPKlP belurn diatur dengan jelas. 

7.  Masalah-masalah bagairnana keterlibatan masyarakat seternpat &lam 
kegiatm pengelolaan KPHPIKPHTI belurn diatur dengan jelas. 



Keslmpulan dm Saran 

I .  Pengusahaan hutan &lam benmk KPIIPKPHTI &an memberikm keuntung- 
an-keuntungan: kawasan hutan prduksi &an mantap dengan batas-batas 
yang jelas dan ti& berubah, industri pengolahan hasil hutan akan 
rnernperoleh informasi yang lebih jelas &an kemmpuan penyedim bahan 
baku, dan masyarakat & sehtar hutan &an mempunyai hubungan dan 
kderkaitan yang liebih balk dengan kegiatan pengusahaan hutan. 

2. Tata hubmgan kerja pembentukan d m  ppegelolaan K P W I K P m I  antar 
instansi Departemen Kehutanan di Pusat dan di Daerah, antar ~nstansi 
kehutanm 8an instansi terkait dan IIQH belum diatur dengan jelas. 

3 .  Terdapat beberapa perbe antara sistem PIPH, KPPITI dan KPNU), antara 
lain : luas areal, batas areal, status kawasan, jangka waktu perijinan dan 
perhitngan M G .  

4. Pembentukan KPIFPPKPElTI dilakukan secara terpadu, yaitu setelah rencana 
lokasi disepakati oleh instansi-instansi terkait, penentuan batas-batasnya di 
Lapangan didahului oleh negosiasi batas dengan masyarakat pengguna lahm 
setempat. 

5. Dai3am pembentukan K P W I K P m I  &an terdapat kemungkinan terdagatnya 
hutan lindung di h i am atau dl dekat areal KPHPIKPWI. 

Saran 

1. Pernbentukan KPIIPIKPElTI perlu dipacu, sehingga kalau ada bantuan- 
bantuan luar negeri perlu diarahkan d a l m  pembentukan KPHPKPIFFFI 
secara fisik. 

2. Tata hubungan kerja untuk pembentukan KPZIPKPIITI perlu segera dibuat. 
3. Pengelolm KPIUPKPIITI perlu dilakukan secara profesional. 
4. Penddikan, latihm, penyuluhan dan seminar-seminar perlu dil&san&an 

untuk semua pihak yang terkait dengan kegiatan pembentukan dan 
pengelolaan KPf-TPIKPHTI . 
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